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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Perjudian Online 
Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[footnoteRef:2] [2:  Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan,Suatu Perspektif Kriminologi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2008, h. 45] 

Masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.
Manusia Indonesia secara psikologis memang tidak boleh dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.[footnoteRef:3] [3:  Ihsanudi,Op. Cit., h. 119.] 

Seseorang yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia. Pengertian judi oleh masyarakat, yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.[footnoteRef:4] [4:  Ibid] 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permainan judi mengandung unsur yang meliputi:
1. Ada permainan atau perbuatan manusia.
2. Bersifat untung-untungan atau tidak.
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.[footnoteRef:5]  [5:  Ibid., h. 122.] 

Masyarakat menilai atau memandang terhadap judi dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. [footnoteRef:6] [6:  Abdul Wahib dan Mohammad Labib, Op..Cit, h. 40] 

Pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.[footnoteRef:7] [7:  Ibid., h. 42] 

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi dipandang sebagai perbuatan yang biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.
Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara. [footnoteRef:8] [8:  Gambling, Permasalahan Judi di Masyarakat, Labiska, Surabaya,2000, h. 66.] 

Berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.
Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu: kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya karena pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Pelaku tindak pidana judi atau perjudian, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelaku perjudian. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Anggota Polisi yang melakukan tindak pidana judi  online, maka diproses perkara dalam sidang peradilan umum terlebih dahulu, setelah adanya putusan dan selesai menjalankan sanksi yang diterimak, selanjutnya anggota Polri tersebut menjalankan sidang peradilan kode etik dengan sanksi pemecatan secara tidak homat.
Anggota Polri yang melakukan melakukan tindak pidana judi  online adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan melakukan tindak pidana judi  online harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.
Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana judi  online dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. 
Anggota Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya. 
Anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana judi online selain diadili dalam lingkungan peradilan umum, tentu saja ada penerapan sanksi yaitu pemberhentian dari dinas kesatuan Polri. Mengenai Pemberhentian Dari Kesatuan dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana judi online menjalani pemeriksaan terkait dengan adanya pelanggaran kode etik.  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam Pasal 7 Huruf c bahwa setiap anggota Polri yang melakukan atau melaksanakan tugas harus secara profesional dan prosedural. Di sini, dari hasil penyelidikan kami, diduga keempat oknum tersebut tidak profesional, ada SOP (standar operasional prosedur) aturan yang dilanggar sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana judi online pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.
[bookmark: _Hlk175242872]Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik adalah membantu untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan: 
1. Audit investigasi
2. Gelar perkara
3. Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan
4. Penerbitan pendapat saran hukum
5. Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri. 
Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etok profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.
Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri adalah:
1. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. 
Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.
2. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. 
Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulangkali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: 
a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
b. Dipindah tugas ke wilayah berbedah.
c. Pemberhentian dengan hormat; 
d. Pemberhentian tidak dengan hormat. 
Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.
Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : 
1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas. 
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia. 
Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni: 
1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa. 
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah. 
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri. 
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut: 
a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin. 
Masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, dinyatakan sebagai perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka, mengikuti pembinaan ulang profesi, tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa: 
a. Teguran tertulis.
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
c. Penundaan kenaikan gaji berkala.
d. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
e. Mutasi yang bersifat demosi.
f. Pembebasan dari jabatan.
g. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci yaitu dasar penyidikan terhadap anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. 
Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. 
Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana judi online, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.
Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.
Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:
1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara. 
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah- rendahnya berpangkat Bintara. 
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara 
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama. 
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.
Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan. 
Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI dijelaskan bahwa:
1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung. 
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri. 
Pemberhentian sementara dari dinas Polri bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
Tindak pidana judi online yang dilakukan oleh anggota Polri pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana.
Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana judi online dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ankum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.
Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankum sangat penting. Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pentingnya peranan Ankum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankum, karena Ankum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri memberikan pendasaran bagi jenis pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Pasal 29 ayat (1) menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
Pernyataan pasal ini menjelaskan secara garis besar bahwa jika seorang anggota Polri melakukan satu jenis tindak pidana, maka ia harus tunduk pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal senada terdapat juga dalam Pasal 7 ayat (4) Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 Tentag Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan “Anggota Kepolisian Negara Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”
Pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana judi online  dilakukan setelah perkara pidana disidangkan di pengadilan Negeri dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dasar hukum yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Piadana (Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan perundang- undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri 
Sesuai ketentuan peraturan Kapolri Nomor: 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 menentukan bahwa siding komisi kode etik Polri dilakukan terhadap 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu: 
1. Pelanggaran kode etik profesi Polri;
2. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri;
3. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.
Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.
Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. 
Polri sebagai sebuah organisasi mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Polri sebagai sebuah organisasi yang kuat harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. 
Pengaturan mengenai peraturan disiplin Polri dengan peraturan Pemerintah tersebut isinya telah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan wewenang serta tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersifat Sipil. Selain itu rumusan peraturan disiplin Polri disesuaikan dengan konteks perkembangan hukum dan ketatanegaraan serta aspirasi masyarakat sesuai tuntutan zaman. 
Anggota Polisi akan menjadi polisi sipil dan melayani semua orang masyarakat dari berbagai strata sosial dan kepangkatan di masyarakat. Anggota Polisi harus ingat bahwa tidak ada kualifikasi yang sangat diperlukan bagi seorang petugas polisi selain pengendalian amarah atau emosional secara sempurna, tidak memasukan ke dalam hati segala bentuk cacian, termasuk dalam kadar yang paling kecil sekalipun atas ucapan atau ancaman yang mungkin dilancarkan kepadanya. 
Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Pembuatan peraturan disiplin bagi anggota Polri bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan. Pelaksanaan disiplin bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan peraturan disiplin didasarkan pada kesadaran dari pada rasa takut, dan didasarkan pada komitmen dari pada loyalitas.
Peraturan disiplin juga memuat tentang sanksi yang dijatukan kepada anggota polri jika melanggar larangan atau peraturan. Peraturan disiplin tersebut untuk memembina anggota polri dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, keteragan dan ketidakpastian, serta membina karkter dan kultur baru polri sesuai tuntutan reformasi sebagai polisi sipil.
 Peraturan disiplin Polri mengatur tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabilah anggota polri yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhi kepadanya. Tujuan penjatuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik.
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri. Secara lebih lengkap Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan:  Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: 
1 Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah. 
2 Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang merugikan kepentingan negara. 
3 Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Menyimpang rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya.
c. Hormat menghormati antar pemeluk agama.
d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
e. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.
f. Melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan negara atau pemerintah.
g. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
h. Berpakaian rapi dan pantas. 
	Bagan dibawah menjelaskan alur penanganan Laporan Masyarakat dan Penegak Hukum Terhdap Polri/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Gambar 1
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1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.
5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut  guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyekidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminal.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Laksanakan siding
11. Putusan dan penetapan hukuman
	Berdasarkan hal tersebut, maka cara penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa ketentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.
Kepolisian yang melakukan tindakan pidana judi online dapat diberhentikan dengan tidak hormat tetapi jika melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian, karena polisi merupakan instansi khusus dan memiliki aturan khusus pula, maka pada saat mengabdikan diri pada instansi tersebut haruslah siap untuk menerima dan menjalankan setiap peraturan yang ditetapkan oleh instansi tersebut demi menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang dinaungi oleh aparat kepolisian tersebut. Karena kepolisian merupakan instansi besar dan memiliki tugas yang khusus dan tidak mudah. Menjadi bagian dari kepolisian harus siap untuk disibukkan dengan tugas berat untuk melindungi dan mengamankan masyarakat dan negara, jika seorang polisi meninggalkan tugas demi hal lain diluar amanah untuk menjadi polisi maka aparat tersebut bisa dikeluarkan dari instansi kepolisian.
Tindak pidana judi online  yang dilakukan oleh anggota Polri adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum.

B. Upaya Kepolisian Resort Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi  Online Terhadap Anggotanya
Perjudian merupakan tingkah laku manusia yang harus diberantas, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Namun tanggapan masyarakat berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menentang perjudian. Hal ini dikarenakan:
1. Sebagian masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lotre, yang semuanya bersifat untung-untungan. Mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan cara mudah, untuk kemudian dapat merebut status yang tinggi. 
2. Perjudian dianggap sebagai peristiwa biasa, sehingga orang berperilaku acuh tak acuh terhadapnya.[footnoteRef:9]47 [9: 47 Ibid.] 


Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hakekatnya judi jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.
Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan kejahatan perjudian oleh oknum anggota kepolisian adalah sebagai berikut:
1. Upaya Preventif 
Usaha preventif  ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Usaha preventif  adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.[footnoteRef:10] [10:  Barda Nawawi Arief,  Op. Cit, h.67] 

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya  pertumbuhan kejahatan.
Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan judi online, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun disadari, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Upaya pencegahan terhadap perjudian online yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yaitu aparat penagak hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain:
a. Melaksanakan operasi rutin dan operasi khusus.
Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh aparat keamanan/aparat penegak hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut.
b. Penyuluhan aparat penegak hukum di dalam masyarakat
Diberikan penyuluhan atau informasi, baik untuk menghindarkan hal-hal yang membahayakan perkembangan judi khususnya judi  maupun terhadap bahaya-bahaya yang mungkin akan dialaminya. 
c. Peranan polisi mitra masyarakat.
Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai aparat penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat perjudian yang terjadi dalam masyarakat.[footnoteRef:11] [11:  Ibid, h.70] 


Berbagai tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum. Tindakan secara sosial atau yang bersifat non-hukum dilakukan melalui upaya pendekatan dan penyuluhan mengenai bahaya judi bagi masyarakat. Disamping itu dilakukan upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing, pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi. Mereka itu antara lain dari kalangan pedagang rokok, penjual makanan dan minuman, pengelola tempat parkir dan sebagainya. Para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka. Hukuman yang diberikan dapat berupa penindakan dengan memberi pengarahan, agar tidak melakukan lagi judi dan perjudian. 
Demikian pula sampai kepada proses peradilan dan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. Namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan para penjudi. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan. Pihak aparat kepolisian dengan berbagai cara telah berupaya untuk memberantas perjudian, yaitu melalui cara diantaranya melakukan penangkapan dan pengerebekan tempat judi, tetapi hasil yang dicapai belum memuaskan dan sampai saat ini perjudian masih marak di mana-mana. Sehubungan dengan hal itu, perlu dicarikan lagi cara yang dapat dipakai untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, untuk mencegah agar judi tidak menyebar dan meluas di kalangan masyarakat, yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat.
Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.[footnoteRef:12] [12:  Ibid, h.71] 

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.
Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif, dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu di tempat gelap dan lain-lain.
Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain; stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak assi, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural yaitu penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. 
Usaha pencegahan kriminalitas yang disamping memperhatikan perbaikan lingkungan juga memperhitungkan pembinaan mental dapat dianggap sebagai satu cara yang paling baik, meskipun pemantapannya tidak mudah dan makan waktu.
Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain: 
a. Perbaikan sistem pengawasan.
b. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminil. Misalnya pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminil, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.[footnoteRef:13] [13:  Teguh Prasetyo, Op. Cit., h. 145.] 


Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain:
a. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminil.
c. Patroli polisi untuk pencegahan.
d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
e. Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha-usaha pencegahan.
f. Peningkatan/pengadaan program asuransi. 
g. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.[footnoteRef:14] [14:  Ibid] 


Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan adalah antara lain:
a. Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan.
b. Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan.
c. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kebebasan penduduk; dan pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kriminil.
d. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.[footnoteRef:15] [15:  Ibid., h. 146.] 


2. Usaha Represif
Usaha repressif adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.[footnoteRef:16] Usaha represif dilakukan dengan difungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana judi  yaitu: [16:  Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.86] 

0. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
0. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
0. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.[footnoteRef:17] [17:  Ibid, h.87] 


Usaha repressif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan  khususnya kejahatan perjudian  yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.
C. Hambatan Kepolisian Resort Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi  Online Terhadap Anggotanya
Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang terjadi sejak lama bahkan  hingga sekarang, karena judi merupakan penyakit masyarakat  dalam penegakan hukum menjadi atensi Pimpinan Polri, sehingga setiap Polsek diperintahkan melakukan penanggulangan terhadap judi baik dengan cara represif (penindakan) maupun preventif  (pembinaan), represif adalah dengan  cara tindakan penangkapan dari hasil laporan masyarakat serta dari hasil  tertangkap tangan yang dilakukan oleh Polisi secara mendadak terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat transaksi judi, sedangkan prefentif adalah dengan cara pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, agama yang ada di wilayah kerja Polsek, misalnya melalui pengajian, penyuluhan dan memasang slogan-slogan di tempat-tempat umum yang isinya tentang himbauan untuk tidak melakukan judi.
Pelaku perjudian walaupun sudah banyak yang ditangkap, namun tetap saja kepolisian belum mampu untuk mencegah dan  menanggulangi tindak pidana judi. Mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian aparat penegak  hukum banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan.  Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yaitu :
1. Kendala Penegak hukum/Sumber daya manusia 
Penegak hukum mengalami kesulitas dalam menghadapi merebaknya cyber crime khusunya perjudian online. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah persomil aparat peneggak hukum bagian unit judisila (unit yang menangani kasus pada tindak pidana perjudian dan asusila). Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini dibidang cyber crime.[footnoteRef:18] [18:  Barda Nawawi Arief, Op. Cit, h. 147.] 

Minimnya jumlah personil kepolisian yang menangani kasus perjudian di khususnya unit judisila ini, perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang telah memasyarakat dan sulit untuk diberantas. Dalam pemberantasan perjudian online, yang merupakan tindak pidana cybercrime, disamping memerlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan perluasan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan juga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur sistem pembuktian yang mampu mengakomodir kendala-kendala maupun hambatan dalam penegakan atau pemberantasan tindak pidana perjudian online, hal ini dikarenakan perkara tindak pidana perjudian online yang merupakan jenis tindak pidana cyber crime umumnya terkendala dan sulit dalam menemukan alat bukti untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana.
2. Sulitnya mengungkap barang bukti 
Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai  telah melakukan transaksi atau praktek judi online, karena harus  mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam  hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
Aparat kepolisian dalam tindak pidana perjudian online tidak dapat begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perjudian, karena harus mempunyai alat-alat bukti yang cukup untuk menangkapnya. Apalagi tindak pidana perjudian online adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan komputer, jadi apabila saat komputer yang digunakan untuk perjudian shutdown (mati) maka alat bukti juga akan sangat sulit didapatkan. Karena semua riwayat yang diakses pelaku telah terhapus dalam memory komputer. Selain itu untuk menangkap pelaku perjudian juga sangat sulit dilakukan, karena pelaku tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya. Akun yang digunakan untuk perjudian juga tidak menggunakan sesuai dengan identitas diri yang sebenanrnya.
3. Sulitnya menangkap bandar.
		Kebanyakan yang ditangkap oleh kepolisian saat ini adalah pemain  karena mereka selalu membawa barang bukti judi sedangkan  untuk menangkap bandar sulit dilakukan karena mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut.
4. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.
	Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam  mengungkap judi adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran  masyarakat untuk membantu mengungkap pelaku judi online. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk  mengungkap judi. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya jika disinyalir ada  judi online. Ironisnya, kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi namun disisi lain  masyarakat justru melindungi judi online.[footnoteRef:19] [19:  Abdul Wahib, dan Mohammad Labib, Op.Cit, h. 172.] 

	Kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian online masih rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian karena dianggap hal yang biasa, walaupun kegiatan ini terjadi ditempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Masih banyak masyarakat yang tidak memberitahu adanya tindak pidana perjudian online dilingkungan tempat tinggalnya, masyarakat hanya pura-pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian
Sesuai dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditemukan masalah dan hambatan di dalamnya, hambatan itu terbagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yakni: 
1. Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan dengan usia muda dan perekonomian yang rendah.
2. Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam melakukan penanggulangan perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan mengenai pasal dari peraturan pemerintah tersebut. 
3. Selama ini di dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang pelaku adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang pelaku perjudian adalah orang yang sakit dan perlu diobati.[footnoteRef:20] [20:  Ihsanudi, Op. Cit., h. 106.] 
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